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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, penulis 
menyimpulkan : 
1. Eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran 
berita bohong di media sosial pada prinsipnya belum memadai sebagai 
landasan pelaksanaan yang optimal dalam proses penyidikan berita bohong 
sebagai di media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi 
informasi (cyber crime) karena belum adanya ketentuan yang mengatur 
secara spesifik mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan 
dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan 
bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat 
bukti elektronik dilakukan. 
2.  Aturan hukum positif yang seharusnya dirumuskan guna menunjang 
penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial adalah ketentuan 
mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau 
informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan 
dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik 
dilakukan, yang mana perlu dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai 








B.  Saran 
1. Penyidik dalam proses penyidikan selama belum dirumuskannya ketentuan 
mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau 
informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan 
dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik 
dilakukan disarankan untuk melakukan upaya optimalisasi dilingkungan 
internal masing-masing. Terutama melakukan optimalisasi dengan 
mempersiapkan SOP internal guna memberikan pedoman ataupun tata cara 
dalam melakukan penyidikan penyebaran berita bohong sebagai salah satu 
bentuk cyber crime.  
2. Pihak-pihak (stakeholder) terkait terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
sebagai legistalor dan bersama penyidik POLRI serta penyidik PNS harus 
segera merumuskan ketentuan terkait siapa yang berwenang melakukan 
penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti 
elektronik dengan dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi 
elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan. Ketentuan terkait 
kewenangan dan penanganan ini dapat dilakukan dengan perubahan 
ketentuan khusus yang ada dalam dalam UU ITE  dan dengan melakukan 
perubahan atas ketentuan umum yang telah ada yaitu dalam perubahan 
KUHAP dan UU Kepolisian sebagai dasar kewenangan penyidik POLRI. 
Kiranya formulasi ketentuan menegenai landasan kewenangan dan 
penanganan ini perlu diatur secara lebih spesifik dan tegas dalam sebuah 






dalam penyidikan cyber crime ini sangat dekat bahkan bersinggungan dengan 
hak asasi manusia, khususnya hak privasi. Diperlukan suatu formulasi ideal 
dalam sebuah undang-undang dan peraturan teknis internal kelembagaan 
penyidik demi terselenggaranya penyidikan penyebaran berita bohong yang 
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